ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
menjadi dasar bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau korban
kejahatan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian kepengadilan yang dibebankan
terhadap pelaku. harapan pemerintan dengan membuat payung hukum tesebut
tentunya bertujuan supaya pemberian ganti kerugian atau restitusi dapat dilaksanakan,
dan berjalan dengan baik. namun, pada pelaksanaan nya terdapat beberapa
permasalahan sehingga mengakibatkan terhambatnya pemberian restitusi. misalnya,
beberapa kasus kejahatan terhadap anak dibawah umur rata-rata pelakunya tidak
mampu untuk memberikan restitusi dikarenakan kondisi finansial. Oleh karena itu
skripsi ini fokus mengkaji terkait bagaimana implikasi yuridis tidak dapat
terbayarkannya restitusi oleh pelaku kejahatan terhadap anak. jenis penelitian skripsi
ini adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode
“legal research” Metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan (statute aprroach), suatu pendekatan yang mengkaji peraturan
perundang-undangan dan berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditulis,
dengan memahami hirarki dan juga asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu teori yang digunakan meliputi teori pemidanaan, teori pembalasan
(absolut), teori tujuan (relatif), teori efek jera, dan teori keadilan, serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sebagaimana pokok
permasalahan dalam yang dirumuskan dalam skripsi ini, maka kiranya sangat perlu
untuk mengkaji seperti apa implikasi yuridisnya apabila pelaku tidak mampu
membayar tuntutan restitusi, supaya pemberian ganti kerugian terhadap anak yang
menjadi korban tindak pidana benar-benar dapat terlaksanakan dan memberikan
manfaat yang positif untuk pemulihan keadaan korban atas penderitaan yang
dialaminya sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak
pidana.
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ABSTRACT

Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child
Protection, and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning
Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime. It is the basis
that every child who is in conflict with the law or a victim of crime has the right to
file a claim for compensation at court that is imposed on the perpetrator. The hope of
the government by making this legal umbrella is of course aimed at providing
compensation or restitution to be implemented and run well. however, in its
implementation there were several problems that resulted in obstruction of the
provision of restitution. for example, several cases of crimes against children under
the average age of the perpetrators were unable to provide restitution due to financial
conditions. Therefore this thesis focuses on examining the juridical implications of
non-payment of restitution by criminals against children. The type of research in this
thesis is normative research, which is a study that uses the "legal research” method.
The approach method uses the statute approach method (statute approach), an
approach that examines statutory regulations and relates to legal issues being written,
by understanding hierarchy and also the principles in statutory regulations. Apart
from that, the theories used include the theory of punishment, the theory of retaliation
(absolute), the theory of objectives (relative), the theory of deterrent effects, and the
theory of justice, as well as the laws and regulations related to the title of this thesis.
As the subject matter formulated in this thesis, it is very necessary to examine what
the juridical implications are if the perpetrator is unable to pay the demands for
restitution, so that compensation for children who are victims of criminal acts can
actually be carried out and provide positive benefits for recovery of the victim's
condition for the suffering he experienced as a result of a crime that has been
committed by the perpetrator of the crime.
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